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BAB V 

Kesimpulan dan Saran 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil analisis yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan hal sebagai 

berikut: 

 

a. Penempatan direct sales sebagai pekerjaan penunjang sudah tepat. Hal ini 

dikarenakan deskripsi pekerjaan direct sales sendiri berdasarkan pada Surat 

Edaran BI adalah menawarkan program bank secara langsung kepada nasabah 

atau calon nasabah secara langsung saja. Menurut Surat Edaran BI juga, direct 

sales termasuk pada kategori pekerjaan penunjang. Lalu, pekerjaan direct sales 

juga memenuhi kriteria pekerjaan penunjang berdasarkan pasal 5 ayat (2) 

Peraturan OJK Nomor 9/POJK.03/2016, yaitu berisiko rendah, tidak 

membutuhkan kualifikasi yang tinggi dalam bidang perbankan, serta tidak terikat 

langsung dengan proses pengambilan keputusan. Selain itu, direct sales juga 

memenuhi kriteria pekerjaan penunjang berdasarkan pada pasal 65 ayat (2) UU 

Ketenagakerjaan, yaitu terpisah dari kegiatan utama, berupa perintah langsung 

atau tidak langsung, penunjang secara keseluruhan, dan tidak menghambat proses 

produksi secara langsung. 

 

b. Berdasarkan pada analisis mengenai dapat atau tidaknya direct sales 

dikerjakan oleh pekerja outsourcing, dapat disimpulkan bahwa direct sales dapat 

dikerjakan oleh pekerja outsourcing. Karena di Indonesia dapat diperbolehkan 

pelaksanaan outsourcing yang tercantum dalam pasal 64 UU Ketenagakerjaan. 

Pelaksanaan outsourcing juga dapat dilakukan di bank berdasarkan pada 

Peraturan OJK Nomor 9/POJK.03/2016. Baik di dalam UU Ketenagakerjaan dan 

Peraturan OJK Nomor 9/POJK.03/2016 mengatakan bahwa pekerjaan penunjang 

adalah pekerjaan yang dapat dilakukan oleh outsourcing, yang di mana artinya 

pekerjaan tersebut bukanlah pekerjaan yang pokok atau bukan yang utama. Direct 
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sales berdasarkan pada Surat Edaran BI merupakan salah satu pekerjaan 

penunjang di dalam bank. Direct sales juga memenuhi kriteria pekerjaan 

penunjang berdasarkan pada peraturan yang ada pada UU Ketenagakerjaan dan 

Peraturan OJK. Maka, dapat disimpulkan bahwa direct sales dapat dikerjakan 

oleh pekerja outsourcing. 

 

c. Mengenai akibat status hukum bagi pekerja direct sales yang melakukan 

pelanggaran di dalam pekerjaannya dilihat dari dua sisi yaitu dari Peraturan OJK 

dan UU Ketenagakerjaan. Jika melihat dari Peraturan OJK, berdasarkan pada 

pasal 23, maka OJK berwenang untuk menghentikan alih daya yang dilakukan 

bank apabila berpotensi membahayakan kelangsungan usaha bank. Akibatnya, 

direct sales tersebut tidak lagi bekerja pada bank tersebut, karena dikembalikan ke 

perusahaan outsourcing. Lalu dari pihak OJK pun memberikan saran untuk 

melihat dari perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak mengenai status 

pekerja tersebut. Dengan begitu, peraturan OJK bersifat mengatur, bukan 

memaksa. Hal ini disebabkan karena pada prakteknya hal ini diserahkan kepada 

kedua belah pihak dengan melihat pada perjanjian tersebut. 

 

Sisi yang kedua yaitu dari UU Ketenagakerjaan. Untuk mengetahui 

bagaimana status hukum bagi direct sales ini, harus dilihat dari niat direct sales 

itu sendiri, apakah beritikad baik atau tidak. Jika beritikad baik, yang artinya 

direct sales tidak sadar bahwa pelanggaran yang dilakukannya bukanlah 

kewenangannya, maka berdasarkan pada pasal 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, 

status pekerja direct sales yang asalnya memiliki hubungan kerja dengan 

perusahaan outsourcing-nya, menjadi memiliki hubungan kerja dengan bank. Jadi 

direct sales menjadi pekerja di bank tersebut. Namun, apabila direct sales ini 

beritikad buruk yang artinya dia memang sengaja melakukan pelanggaran, maka 

yang bertanggung jawab adalah perusahaan outsourcing-nya. Dalam situasi ini, 

pekerja direct sales dapat dikembalikan ke perusahaan outsourcing. 
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d. Berdasarkan pada masalah di mana direct sales melakukan kesalahan 

dalam bekerja, yaitu melakukan pekerjaan pokok yang di mana hal tersebut 

dilarang untuk dilakukan, maka ada dua sebab kesalahan. Kesalahan yang 

pertama, kesalahan terjadi atas suruhan bank. Dengan kondisi tersebut, bank 

dinyatakan berperilaku menyimpang dari ketentuan yang berlaku karena bank 

gagal dalam memastikan pelaksanaan alih daya sesuai dengan perjanjian dan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Maka, bank akan dikenakan sanksi 

administratif. Selain itu, bank dinyatakan bertanggung jawab, karena berdasarkan 

pasal 3 ayat (3) Peraturan OJK, karena bank bertanggung jawab atas pekerjaan 

yang dialihdayakan kepada perusahaan lain. 

 

Kesalahan kedua terjadi karena inisiatif direct sales itu sendiri baik sadar 

maupun tidak sadar. Jika kesalahan terjadi karena direct sales itu sendiri, maka 

bank yang bertanggung jawab. Bank menjadi pihak yang bertanggung jawab 

dengan dasar pasal 3 ayat (3) Peraturan OJK Nomor 9/POJK.03/2016. Artinya, 

bank bertanggung jawab dalam hal menghadapi tuntutan dan mengganti kerugian 

nasabah akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh direct sales dalam 

pekerjaannya. Namun berdasarkan pada perjanjian kedua belah pihak, vicarious 

liability, dan pasal 1367 KUHPerdata, maka perusahaan outsourcing dapat 

dimintakan pertanggungjawabannya oleh bank apabila memang terbukti direct 

sales ini memang melakukan kesalahan dalam pekerjaannya. 

 

Pelaksanaan pertanggungjawabannya berbentuk, bank bertanggung jawab 

dalam hal menerima tuntutan dari nasabah yang dirugikan akibat dari perbuatan 

direct sales. Di depan nasabah, tetap bank yang bertanggung jawab. Jadi bank 

menghadapi tuntutan nasabah dan mengganti kerugian materiil yang dialami 

nasabah. Tetapi, kemudian karena direct sales merupakan bawahan dari 

perusahaan outsourcing, maka bank bisa meminta pertanggungjawaban dari 

perusahaan outsourcing atas kerugian yang terjadi. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan oleh penulis, penulis akan 

memberikan saran yaitu: 

 

a. Di dalam perjanjian yang dibuat antara bank dan perusahaan outsourcing 

semestinya tidak melimpahkan semua pertanggungjawaban kepada 

perusahaan outsourcing. Bank juga seharusnya bertanggung jawab apabila 

terjadi suatu masalah yang diakibatkan dilakukannya alih daya dalam 

bank. Jadi di dalam suatu perjanjian seharusnya terjadi pembagian 

tanggung jawab antara bank dengan perusahaan outsourcing. Misalnya 

bank bertanggung jawab untuk menghadapi tuntutan dan kerugian yang 

dialami oleh nasabah. Lalu perusahaan outsourcing bertanggung jawab 

dalam hal mengganti kerugian bank akibat dari tuntutan nasabah kepada 

bank, misalnya. 

b. Melihat pada pembagian tugas secara mikro yang menjadi wewenang dari 

OJK dan secara makro yang merupakan wewenang dari BI, lebih baik 

Surat Edaran BI diubah menjadi bagian dari OJK. Karena kini BI 

mengatur soal makro yaitu soal stabilitas moneter, stabilitas sistem 

pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan, sedangkan OJK mengatur 

soal pengawasan kinerja perbankan termasuk soal alih daya dalam bank. 

Melihat pada hal tersebut, lebih baik jika Surat Edaran BI ini diubah 

bentuk menjadi bagian dari OJK. 
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